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ABSTRAK
Penegakan hukum keimigrasian merupakan pelaksanaan fungsi keamanan negara dalam mengawasi keberadaan dan
kegiatan Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia. Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI)
adang berwenang menindak pelanggaran kewajiban pelaporan perubahan status sipil berdasarkan Undang-Undan
omor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Dalam pelaksanaannya, pengawasan didukung oleh Sistem Informasi
anajemen Keimigrasian (SIMKIM) dan aplikasi Subject of Interest (SOI). Namun, pelanggaran tersebut dapa
ikenai sanksi pidana maupun Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK), sehingga menimbulkan pertanyaa
engenai relevansi penggunaan sanksi pidana terhadap pelanggaran yang bersifat administratif berdasarkan
ltimum remedium. Permasalahan penelitian ini adalah: 1) Bagaimana penegakan hukum terhadap WNA yang tidak]
melaporkan perubahan status sipil di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang? 2) Apakah penggunaan sanksi pidan
terhadap pelanggaran tersebut relevan dengan asas ultimum remedium? Penelitian ini menggunakan metode yuridi
empiris dengan sifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum dilakukan melalui|
pemeriksaan, pengumpulan alat bukti, dan penentuan bentuk penindakan melalui jalur pidana (pro justitia) atau TAK.)
alam perkara yang diteliti, jalur pidana dipilih karena unsur tindak pidana dan alat bukti telah terpenuhi. Namun,
asarkan asas ultimum remedium, penggunaan sanksi pidana dinilai belum sepenuhnya relevan karena pelanggaran
ersebut masih dapat diselesaikan melalui TAK. Oleh karena itu, diperlukan pedoman yang lebih jelas dalam|
menentukan bentuk penindakan agar penerapan sanksi keimigrasian lebih proporsional.
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ABSTRACT

mmigration law enforcement is the implementation of national security functions in monitoring the presence and activitics|
f foreign nationals in Indonesia. The Class 1 Immigration Office at the Padang Immigration Checkpoint (TPI) has the
uthority to take action against violations of the obligation to report changes in civil status under Law No. 6 of 2011 o
Immigration. In practice, this oversight is supported by the Immigration Management Information System (SIMKIM) an
the Subject of Interest (SOI) application. However, such violations may be subject to both criminal sanctions an
Immigration Administrative Actions (TAK), raising questions regarding the appropriateness of applying criminal sanction
{to administrative violations based on the principle of ultimum remedium. The research questions are: 1) How is la
enforcement carried out against foreign nationals who fail to report changes in their civil status at the Class I TPI
Immigration Office in Padang? 2) Is the use of criminal sanctions for such violations consistent with the principle of ultim
remedium? This study employs an empirical-juridical method with a descriptive-analytical approach. The results of th
tudy indicate that law enforcement is carried out through investigations, the collection of evidence, and the determinatio
f the form of action—whether through criminal proceedings (pro justitia) or administrative sanctions (TAK). In the cas
tudied, the criminal route was chosen because the elements of a criminal offense and the evidence were satisfied. However,

cd on the principle of ultimum remedium, the use of criminal sanctions is deemed not yet fully relevant
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